
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Analisis pertanggungjawaban pidana KUPVA bukan bank (money
changer) yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang = The
analysis of criminal responsibility of KUPVA non-bank (money
changer) involved on money laundering
Rifka Safira, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20494177&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang cukup serius di Indonesia karena

memiiki dampak terhadap kestabilan ekonomi dan keuangan negara. Selain itu tindak pidana pencucian

uang ini juga memiliki modus kejahatan yang beraneka ragam, salah satunya adalah dengan menggunakan

sarana KUPVA Bukan Bank (money changer). Penggunaan money changer sebagai alat dalam melakukan

pencucian uang tidak terlepas dari alasan bahwa money changer merupakan penyedia jasa keuangan yang

dalam hal pengawasan dan pengaturannya dapat dikatakan tidak terlalu ketat bila dibandingkan dengan

penyedia jasa keuangan lainnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang kongkrit terutama dari pihak-

pihak terkait untuk mencegah penyalahgunaan money changer sebagai alat pencucian uang. Selain

pencegahan, masalah penegakan hukum juga merupakan hal yang perlu dipertegas karena selama ini, jika

terbukti terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana

hanyalah para pengurusnya saja, sedangkan korporasinya tidak pernah dijadikan sebagai tersangka.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan

konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan pencegahan pemanfaatan money

changer sebagai sarana pencucian uang, maka diperlukan langkah pengoptimalan dalam hal pelaksanaan

kewajiban pelaporan, pelaksanaan CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence)

serta pengawasan terhadap money changer itu sendiri. Selanjutnya, terkait dengan pertanggungjawaban

pidana korporasi money changer dalam tppu, maka hal yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana

keterlibatan dari money changer tersebut serta yang perlu juga diperhatikan adalah pemenuhan persyaratan

yang diatur dalam UU PPTPPU untuk dapat menjerat suatu korporasi. Dalam Pasal 10 UU PPTPPU

mengatur ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam hal menjerat suatu korporasi, sehingga apabila dalam

kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan money changer ada salah satu dari syarat tersebut yang

tidak terpenuhi, maka korporasi money changer tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan

hanya kepada pengurusnya saja.

<hr>

Money laundering is a serious crime in Indonesia because it has an impact on the stability of the economy

and the country finances. In addition, criminal sanctions for money laundering also have a variety of modes

of crime, one of which is using the KUPVA facility, not a bank (money changer). The use of money

changers as a tool in conducting money laundering is inseparable from the reason that money changers are

providers of financial services that are a little loose in terms of supervision and regulation when compared to

other financial service providers. For this reason, concrete steps are needed, especially from related parties

to prevent misuse of money changers as a means of money laundering. In addition to prevention, the issue of

law enforcement is also a matter that needs to be emphasized because so far, if proven to be involved in

criminal acts of money laundering, only those administered for criminal responsibility, while the money
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changer corporation has never been made a suspect. This study uses the Normative Juridical method using a

case and conceptual approach. The results of this study conclude that in preventing the use of money

changers as a means of money laundering, optimization measures are needed in terms of reporting

obligations, the implementation of CDD and EDD and supervision of the money changer itself. And related

to the corporate criminal liability money changer in TPPU, the thing that needs to be considered is the extent

of the involvement of the money changer and how to fulfill the requirements stipulated in the PPTPPU Law

to be able to ensnare a corporation. In Article 10 of the PPTPPU Law, there are four conditions that must be

met in the case of ensnaring a corporation, so that in cases of money laundering involving a money changer,

one of these conditions is not met, the money changer corporation cannot be held liable for criminal liability,

but only the administrators.


